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URGENSI.PERLINDUNGAN HKI
ATAS HASIL KARYA PENELITIAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGTI!
. ' ¢ o . ; :
'LEO TUKAN®
PENDAHULUAN |
_ Tujuan didirikannya sebugh Perguruan Tiﬁggi Iadalah untuk
melaksanakan mandat dari negara; mcn‘yclenggﬁrakan suatu pendidikan,
- pelatihan dan pcng.;.cmbanga‘n sumberdaya manusia, melaksanakan penclitian
dan hcngemban’gan iftmu pengetahuan serta teknblogi'ba’ru, dah terakhir adalgh
pelaksaraan suatu pengabdian kepadzi_'ma-syarakat. Ketiga tﬁgas utama sebuah
perguruan tnggi seperti ity lézimnya kita kenal scbagai “TthDHARMA '
PERGURUAN TINGGI” |
_ Dalam hubungan dengan tugas tersebut, maka seorang lulusan
perguruan tinggi akan dlanug,erahl dengan sebuah gelar sebagat wujud
pencapaian suatu stétus baru. Selain gclar, thaka seorang lulusan j juga dibekali
dengan suatu kctramplian dan kcmampuan khusus dalam pengembangan kreds
bgm, dan suatu pandangan dan pemahaman yang lengkap mengenai lingkungan
n1553fz1rakat yang akan menjadi' arena p_engabdiénnya. Dengan begitu
diharapkan kcluaran_pergtiruan tinggi akan memberikan suatu kontribusi yarég
nyata kepada masyarakat. . N -
Sclain itu, yang jljstru tidak kalah penting adalah dihasitkannya produk.
penting terkait yaitu berupa kreasi intelektual, apakah berupa ide-ide baru,
karya ilmiah, buku-buku, dan _hasil-hasi.l temuan yahg_ diperol_eh!s_clama
sesédrang selagi berada di perguruan tinggi. Pengelolaan yang baik atas hasil-
hasil yang disebutkan diatas pada giliranﬁya, disatu sisi akan memberikan suatu

kontribusi nyata bagi masyarakat' luas, disisi lain akan menjamin kelangsungan

* Naskah disampaikan dalam Perternuan dan Seminar sehari yang diselenggarakan olch UNPAND.Semarang, ~
5 |oatam rangk.: pestenian Lenilit. Universitas SevJawa Tengah  tanggal 15 Juni 2002 di Semarang
* » Fakihas HuknnvKetva Ktinik 1IKT Fakultas Hukum Universitas Dlpmegqm Semarang,
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dan cksistensi perguruan tinggi tersebut, khususﬁya ;ﬁada saat scbuah
perguruan tinggi akan rhenjadi suatu lembaga yang otonom atau sebuah Badan
Hukum Milik Negara,

‘Namun kényataan bahwa kebanyakan hasil-hasil karya penelitian
_ maupun penulisan ilmiah di suatu perguruan tinggt jarang sckali mendapatkan
perhatian yang memadai. Mungkin hanyé 'menj:adi bahan yang sekedar disimpan
di gudang atau di pcrpust’akéan.. Hal ini terjadi karena sclama ini perguruan
iinggi pada umumnya, dan. khususnya perguruan tinggi negeri telah terlampau
merasa dumanjakan olch Pemerintah. Segala scsuatunya sudah dapat terpenuhi

oleh pemenntah sehmgga tidak pertu teriampau bersusah payah untuk

. berusaha mandiri.

Namun dengan adanya peraturan tentang otonomi kampus, terutama
| dengan gkan diberlakukannya ketentuan tentang status pergun__zan' tirggi
sebagai suatu Badan Hukum Milik Negara, maka rﬁau tidak mau sebuah -
perguruan tinggi harus. mulai me'mikirkan dan mcnetapkan vkebfjakan yang
bersifat profit oriented. Dengan adanya status baru tersebut, maka pembiayaan
aktivitas yang mandiri tentuﬁya menjadi perhatian yang penting.

Dalam situasi demikian, selain sumber dana yang lazim selama ini
diandalkan  yaitu dari sumbangan pendidikan dan pembangunan (SPP)
mahasiswa dan bantuan phemerintah,' maka bidang pengelolaan dan

pehgembangan HKI di lingkungan perguruan tinggi m’erupakan' salah satu
| alternatif sumber pembiayaan yang potensial untuk digali. Upaya perlindungan
atas hasil—ﬁasil karya penelitian dan penulisan iimiah yang selanjuthya dilindungi
secara hukum dan ditransfer kepada dunia usaha untuk dikomersialkan adalah
salah satu cara untuk mcndapatkan sumber dana. Perlindungan hukum atas
karya penelitian khususnya suatu penelitian di bidang teknologi, " yang
selanjutnya dapat dipatenkan dan dijual kepada dunia usaha (dikomersialkan),
| jelas akan rnenjadils_uatu potensi sumber keuan_gém yang tidak kecil, karena

melalui  royalty. yang didapatkah, -sebuah  perguruan tinggi  dapat



mengembangkan kegiatan penclitian Icbih lanjut dan pada gilirannya perguruan

© tinggi yang bersangkutan akanlrne'n_dapatkan suatu penghasilan yang rutin dan
tctap dari sumber roya'l.ty patennya terscbut, |

Selﬁnjutnya, perguruan tingui dapat berperan sébagai suatu “technology . -

transfor agent” atas hasil karya 'pe'ncli'tian .'_dan_ penuiisén ilmiah perguruan

| tinggi. -Semua' hasil karya ;;enclitian dan penulisan ilmiah yang memiliki nilai

‘ckonomis dan dapat di,tera;jkan _dal.am bisnis dapat dikomersialkan. Dalam hal

int sebuah.p'er_guman tinggi dapézt membentuk suatu wadah khusus untuk

mcnangaﬁi pengalihan produk tpmuén tadi kepada dunia usaha, dan perguruan

tinggi tinggal menerima royalty ataé'prbduk yang ditransfer ke dunta usaha

_tersebut Dewasa ini wadah scmacam ini lebih dikenal dengan nama

“Tecnnology Llcensmg Orgamzatlon/T LO”

LATAR BELA KANG NA ‘s‘I(}NAL

Kita barangkali tldak begitu asing lagi dengan istilah globalisasi. Satu
istilah yang menggambarkan suatu kondis! atau situasi dimana alirgn informasi
dan komunikasi serta interaksi antar Ba‘ngsa' seperti tidak ada .batasnyé lagi

(burderless) Suyono' mengungkapkan dengan sebuah kalimat yang sedernana

-

~ “dunia telah menjadi satu”. .
‘Apa yang terjadi sebenarnya karena adanya kemajuan di bldang ﬂmu
‘pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan IPTEK telah mempermudah
bahkan kalau boleh dengan’ mempergunakan isitlah lain, IPTEK justru telah
memanjakan manuéia icrutama dalam penguasaan tcknologi- informasi. Dengan
IPTEK seperti media radio, TV, koran atau media cetak lainnya. orang akan
dengan begitu mudal "mcndapatkan informasi tentarg segala scsuatu yang

diinginkan dan dibutuhkan.

Suyono, 2001 Transformasi Sikap Masy

Muoysyarakat dan m;;_mggn Pasor Global, delnn Budi, Henry Suf:sfyono dan .S‘u)dewgana B:mga Rampui Hok atas
Kekayaan Intelektual”, hal &7,



Jolas globahsas: telah mcmmbulkan suaty perubahan yang drasns
Selain kcmudahan diatas, globahsam justru tclah mcmbawa persoalan yang
tidak kecil bagi suatu negara tertenty, dan terutama adalah dalam hubungan |
antar bangsa' Pcrsoalan-pcrsoalan atau isu-isu yang semula lebih dilihat
scbagai !SLI nasaonal ‘maka dalam era global ini, isu-isu’ tersebut juga sudah
‘menjadi isu global (isu mtcrnasmnal) Diantara bcrbagal 1su global seperti isu .
tentang _demokras;, hak asasi manusia, lmgk_ungan, maka isu tentang
Intclicctual Property Rights (IPR) étau_ Hak Kekayaén Intelektual (HKI) telah
menjadi sebuah isu internasional yang rﬁcnonjol dalam hubungan antar Bangsa.

Kemajuan - IPTEK tcrﬁyata membawa 'dampak ‘yang sangat
'mengumungkan ‘bagi manusia dalam bidang HKI tersebut .di;itas. Orang
serrakin cepat mengembangkan daya krcésinya dan n'len'g}iasilkan berbagai
krcasi;krcasi yang aktua"l.l Kreasi-kreasi- aktual yang didapat melatui
pengembangan  intelektual sescorang . itulah - yang' lazim | discbut sebagai
Kckayaan Intclcktual, dan bagi pencipta kreasi sendiri terdapat kcpcntingah
at_ém hak yang eksklusif yaitu HKI tersebut. |

Namun khusus dalam bidang HKI, kemajuan IPTEK terscbut tcrnyata
tldakghanya membawa dampak positip. Sebahknya, dampak negatip juga tidak
katah artinya. Dalam dunia bisnis misalnya, aspek negatip ini akan san_gat |
mudah terjadi manakalah _seorang"'ténpa pei'setu'juén atau izin yang berhak
"mcrcproduksi produk' milik orang lain dan rh'cnjua! kcpadé umurﬁ.. Hal in‘i!ah
yang dalam bidang aspek-aspek dagang dari HKI discbut scbagai pclangbaran
-HKL Hal semacam -ini sering menjadi g,ang,guan dan pcngha!ang dalam
per dagangan intcrnasional. .

lndoncsra rupanya ttdak ]uput dari situast scpcrn ini. Bcgltu banyak
produk aslt luar negeri dapat dijumpat di negert ini, tetapt pada _saat yang sama
akan “dengan mudsh pula dijumpai .\m'cluasnya produk tiruan serupa yang |
menycbar sampai ke pelosok dacrah. Itu scbabnya A “Zen _Umar' Purba, SH,

LLM (Ditjen HK1) pernah mengyngkapkan pada suatu kesempatan bahwa



Indonesia ditérﬁpatkan dalam. dafiar ncgara dcngan_tiﬁgkat pelanggaran HKI
yang tergolong tinggi. Kasus pelanggaran yang terjadi umumnya berupa
pembajakan CD-VCD, piranti lunak kqmp_l_lter: dan karya rekaman’ ‘-
Konsekuensinya jelas misalnya, karena kurangnya perhatian yangseri'us'
terhadap HKI ini, maka AS melalﬁi ketentuan “US Special 301”3, lndone_siei _
ditempatkan dalam daﬁar prioritas negara yang perlu menﬁapatkan perhatian
(Priority Watch List). Akibat ikutannya ialah bahwa manakala Indonesia
melakukan ekspcf dagang ke‘AS, maka sebelum produk tersebut nmemasuki
pasar AS, akan terlebih dahulu dilak_ukan penclitian asal-usyl barang terscbut,
apakah mglénggar HKI milik AS ataukah tidak. Pfo‘ses pénclitian itupun akan
sangat berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Bila kemudian ternyata
melanggar, ‘maka tcrhadap barang terscbut d1tuntut untuk dlkenakan
pembayaran royalty karena menggunakan HKI tanpa izin. Atau. sebahknya
dengan cara menaikan pajak impor atas produk tersebut sehingga perdagangan
- produk tersebut akan kalah bexjsain_g di pagar Amerika. Jelas semua itu akan
sangat merugikim‘ kepentingan Indnhesia dalam hubungan dagang
internasionalnya. Ini sebcnarnya menunjukan masih lemahnya kesadaran hu‘:um
HKI1 masyarakat kita, serta. masih kurangnya kesadaran akan arti pentingnya
aspck-aspek dagang HKI dalam perdagangan, ba1k domestlk maupun

internasional,

o

Harian Umum KOMPAS, 16-04-2002; hal 10

Ini mervpakan salab satu akibat dari bentuk peqanjlan TRIP's yang bersifal umum, schingga memberikan suetu mdikasi bahwa
setiap negara wajib mengehm ketemuan intefnasional tersebut, namun mereka dapat membuat peraturan yang lebih tuas dzlam
hukunt nasionatnya sepanjoang tidsk bertentangan denpan pa]nnjlmi, sekoligus mewujudkan kepedulian negara terhadap IPR
“hahwin maratah 1PR bukon fngi sematacmata mosatah perdata, taapt justro telah menjadi masaloh politik ekonomi internasional,
“dimana nogaca wajib untuk melmdungs kqjmlmgan warganva lehmsnk dalam peﬂlagmgan internasionatnya. Llhal
Slmandar Taryana, 1994 i'; ! _f il erinig A m_tori gementt_on Trade Related
Intellectital it BPHN Dcp Kd\ hnl,39-43 : ’
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| 'mmrw. HKI dan ATURAN ITUKUM |
‘Lemahnya kcsadaran hukum HKI serta rendahnya kesadaran akan artx '
pentingnya HKI dalam perdagangan sebagaimana dtkemukakan diatas, di satu.
sisi karena perangkat peraturan yang menjqdi.dasar.keberadaan suatu bidang
HKI baru sepenuhnya lengkap tersedia men]elang akhir tahun 2000 yang lalu.
Ttupun karena terdesak oleh ketentuan lntemasmnal di bidang HKI itu sendm
Disisi lain, olch karcna masih barunya perangkat peraturan di bidang HKI,
maka waktu yang diperlukan dalam rangka sosialisasi aturan hukumn);a.serta_.
- peny fadaran akan pentingnya HK1 belum cukup memadai.
Sepert. diketahui, di tmgkat 1ntemasmnal 1ndonesxa adalah salah satu
negara yang tclah menanda-tangani ketentuan ‘_‘Tradc _Rc!atcd Aspects of .
Intellectual Property Rig-hts' (TRIP’s)” A‘greanient" (Perjanjian tentang aspek-
aspck dagang dari hak atas kekayéan intclektual) yang merupakan bagian dari
 World Trade Organisation (WTQ) pada tahun 1994. Dengan begitu .ss_:caré
otomaiis' 'Indonesia_- mengikatkan - diri dalam perjanjian tersebut dan
berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakén kctentuan-kcte_ﬁtuan dari
perjanjian tersebut paling lambat sejak 1 Januari tahun 2000 yang lalu.
Bahkan sebéium'itupuﬁ sudah dikenal beberapa Konvensi i'nt_emésional
.yang pokok yang berkaitan dengan HKI, misalnya Konvensi Bern tabun 1886
dan Konven;ii Hak Cipta Sedunia Tahun 1952. Kgdua Kbnven;i -ini berkitan .
dengan perlindungan atas hasil karya ciptaan dimana Indonesia pcrnah. menjadi
| anggota Konvensi Bern pada zaman fajahan Belanda tahun 1931, dan sciclah
rher’dcka, yakni tahun 1958; Indoncsia: secara fCSmi telah mengundurkan dirt
schagai anggota. Scdangkan 'iérhadap Konvensi Hak Cipta Sedunia, Indoncsa

“belum pernah menjadi anggota’.

1) Ketentoan ini menupakan suatu aturan twin atuy pedora ataw kode yang, perlu dipediatikan dalam ptn'dag:\ngm klmsum\.\
r yang borkaitan dagan kepartingan perlindungan HRKS, Maksudnys adalah datan rangka upaya mwengurangi distorsi dan
rintangan perdagangan internasional dengan memperhatikan kebutuhan adanyd porlindungan yeng cfekiif den memadai atas
PR, I)mgnn domikian TRIP'S mengakui adanva kebutuhan dibuathva suata kerangka kerja multitateral vang mengancung

* prinsip-pringip dan pengaturan yong dapat mowtjudkan disiplin dalam peedogangan intemasional torutaima dalom ranaha
cnecgah dan menanggulangi perdagangan barang-barang palsu Lihat; Sunandar. Taryana ~oe.Cit.

*y, Sunandar, Tarvana. Thid lial. 18



Sclain itu, World Intellectual Property Organization (WIPQ), Badan
HKI dunia (didirikan tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm), yang kemudian pada
tahun 1974 resmi menjadi badan khusis PBBS, juga telah meﬁgakomodir |
. beberapa Konvensi yang berkaitan dengan HKI, yaitu Konvensi Paris yang |
‘berkaitan dengan é‘Industrial Property Rights” tahun 1883 dan Konvensi Bern
1886 vang berkaitan dengan.“Protection of Literacy and Artistic Works™ dan
keduahya telah direvisi, te_rékhir pada'tahun 19797, Indonesia yang tefah
meratifikasi Konvensi-Konvensi yang dinaungi WIPO, pada kenyataanﬁy_a
satpai saat int belum lagi 'mcnanda~tangani Ko.nvensi Bern. Namun karena
dengan telah menanda-tangani TRIP’s yang mengharuskan minimal telah
meratifikasi pasal 1-12 Konven31 Bern, maka mau tidak mau Indonesia harus_ _
“tunduk kepada Konvensi Bem tersebut®, _
Sebagm wujud kétaatan terhadap ketcntuan mtemasaonal yang telah
. ditanda-tanganinya itu ialah dengan dlambllnya langkah-langkah konkrit datam -
pembénahan kondisi intern atas HK1 tersebut. Yang jelas ialah pada tahun 2000
yang laty Pemerintah telah berhasil mgngesahkan- 3 undang-undang baru di
bidang HKI yaitu UU. No.30; 31 dan 32, masing-maSing tentang Rah&sia
" Dagang (Trade Secret), Desain Industri (Industrial' Design) daﬁ'Tz;ta Letak
Sirkit Tc’rpadu (Integfa‘ted Cirkuit Lay Out Design).. Sélain membuat yang
baru, Pemerintah juga telah melakukan revisi dan penyesuaian terhadap produk
UU HKI yang telah ada'yaitu dengan mengesahkan UU Nd.14 Tahun 2001.
sebagai pengganti UU No.lﬁ Tahun 1997 tentang Paten d@n_UU.No.lS Tahun
2091 sebagai pengganti UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek, sementara uu
di bidang Hak Cipta sampai saat ini masih dalam pembahasan di DPR dalam
rangka penggantian atas UU Hak Cipta yang lama, No. 12 Tahﬁn 1997.

-

-

. Tbid hat. 9
|Tbid. hat, 15-16
. {bid. hat, 87




~ Dibuatnya berbagai peraﬁgkat UU di bidang HKI termasuk upaya
merevisi peraturan pemhdang-undangan HKI yang sudah ada, pada daszimya
memiliki artt ganda. Di satu sisi dimaksﬁdkan untuk memenuhi tuntutan
TRIP’s, disisi lain adalah _untuk semakin 'melengkapi' perangkat peraturan di
'bidaﬁg HKI dalam negeri dan diharapkan pada gilirannya akan membuat
niasyarakat hita semakin menyadari manfaat dan pentingnya HKI itu dalam

bisnis.

PI‘N(:I"L()IAAN HKI DI UNIVERSITAS
Seperti telah d1paparkan diatas, HKI dewasa ini temyata tidak lagi

| hanya menjadi isu nasional, sebaliknya telah menjadi isu internasional, terutama
| dalan; kaitan dengan masalah perdagangan dan hubungan antar bangsa. .
Pentingnya masaleh HKI demikian telah menyebabkan beberapa universitas
yang berskala internasional menaruh perhatian yang: khtisus dalaim hal
pengembangan dan pengelolaan HKI . di iingkungan Universitas. Hal itu
ditakukan melalui. pen‘a_ﬁg‘ah'an yang lebih memadat atas hasil;haéil karya
penclitiannya, o | o '
Suministrado, ‘misalnya memberikan “contoh  bahwa  bebeiapa ]
pcmcrmtah scpertl Amenka Serikat,daa Jepang tclah mendukung aktivitas
perguruan tinggi dalam pengelolaan HKI dengan menerbitkan seperangkat
pcraturanyhng merangsang proses kreativitas para peneliti-di perguruan tinggi
dan memperkuat ‘mekanisme hukum untuk {ebih menjamin kesuksesan bisnis
dari suatu proses alih teknologi yang tetjadi antara pérguruan tinggi dan dunia
Qsaha’. Hal tr_mnarjk adalah dengan dibuatnya pératuran paten yang"se:ﬁakin
mcmpcrhatikﬁn kcpcntingan)—;kcpqming‘an pcnguhsaha——w-Univers_itas' atas

karyawan ---- staf akademikhya?

. [Suministrado, Delfin C., 2002, Inteflectual Pro, Hiphts On Tech alggica {ntventions at University of Philippines Lo,
Bagps, in 1P Community, Asia Pasific Industrial Propeny Canter, JHI, No.5 : .
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Menengok kepada peraturan HKI ki;a, tampaknya sudah “cukup
terakomodasi  kepentingan universitas giaﬁ staff  akademiknya. _Dcngén
berprinsija bahwa staf akademik adalah karyawan dari sebuah pcfusahaan yang

| namanya universitas, maka hasil temuan yang dilakukan dalam dinas, menurut
~ ketentuan, perusahaan :(baca:ﬁnivcrsitas) adalah pemegang hak. atas temuan
tersebut, éedangkan penemunya adalah tetap pada karyawannya (baca: staff
akademik). . _ o _ |

Pasal 12 ayat (1) UU No.-14 Tahun 2001 tentang paten dikatakan:

“Pihak yahg berhak memperoleh paten atau suatu invensi yang dihasilkan
dalam hubungan kerja- adalah pihak yang memberikan pekterjaan tersebust,
kecuali diperjanjikan lain” - Sedangkan ayat (2) menyebutkan: “ Ketentuan.
~ schagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga berlaku terhadap -invcnsi yang
dihasilkan baik -olech karyawan mtaupun ﬁeke'rjé yang menggunakém data
dan/atau sarana _yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian terscobut
" tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi”. Selanjutnya ayat (3): “
Inventor sebagaimané dimaksudkan dalam ayat (1) . dan (2) berhak
ménd_apatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi
yang diperoleh dari invensi tersebut” o

Oleh karcna itu dalam kaitan'. dengan komesialisasi dari temuaty
terscbut, kepentingan pengusaha da'n. karyawan adalah sama yang tentunya
akan diatur dalam bentuk suatu pcrjanj_ian bila hasil temuan itu dijual kepada

"dunia usaha. Dengan kome_{:sialisési tentunya _yang'didapaf adaléh royalty atas
HKI terscbut Bagaimana pola pembagian royalty tentunya saﬁgat tefgant'ung
pa'd'a. kesepakatan kedua belah pthak yaitu antara pengusaha dan karyawannya.

Namun demikian pasai 12 ayat (4) UU No.14 Tatun 2001 telah
menggarigkan beberapa patokan yaitu bahwa imbalan terhadap penemu dapat
dibayarkan a) dalam jumlah tertentu dan sckaligus; b)'perséntasc; ¢) gabungan
antaéé 'jumlah tertenty dan sckaligus.dengan haﬂiah atau bonus; d) gabungan

antara persentase dan hadiah atau bonizs, atau: ¢) bentuk lain yang disepakati
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para pihak. Dengan demikian jclas bahwa bagaimana pola pembagian
kepentingan adalah sangat tergantung pada kesepakatan para pihak. BRila
ternyata tidak tercapai kescpakatan, barulah Pengadilan Niaga menjadi penentu

terakhir (ayat 5)

TECHNOLOGY LICENSING ORGANIZATION
Dari ‘apa yang dikemukakan diatas, tampak bahwa keberadaan dan.

peran dari scbuah Technology Licensing Organization (TLO) di lingkungan -

~ universitas menjadi  begitu penting. Selagi perusahean sibuk melakukan

penelitian dan pengembangan teknblogi, maka lembaga ini akan ber{‘ungsi
scbagai Commercial Agent yang mengurus pengalihan teknofogi temuan
perusahaan kepada dunta usaha jahg'mgmbutuhkan.

TLO adalah scbuah badan atau lembaga yang mencari perlindungan .
paten atas hasil karya para peneliti universif_as dan_-me!akukzin negostasi dan

mengurus perjanjian untuk lisensi dengan’ perusahaan-perusahaan yang .

" berminat memanféatkannya. Oleh kareﬁanya' ia menjadi satu badan khusus

‘dalam universitas. Dewasa ini lembaga ini telah muncul banyak di universitas

terkemuka di Jepang, dan just_.ru ia me'nawa_rkah’ suatu jalan baru untuk
merubah temuan penclitiah menjadi paten, memperkuat kerjasama tisaha an_taré
universitas dengan dunia usaha dan selanjutnya mendorong dinamisasi ekonomi
universitas " B ‘ | | | |

" Di Amerika Serikat, lembaga ini telah eksis di Universitas sejak tahun
1980"an yang diawali dengan dikeluarkannya “Thé Bayh-Dole Act, yang

berlaku'eﬁ‘éktif tahun 1981. Ketentuan ini. menegaskan bahwa HKI yang

dipcroleh dari hasil 'penélitian yang dibiayai pemerintah menjadi milik
’ lennbaga/universitas, dan bukan menjadi milik pemerintah, Dengan begitu ia

“mencmpatkan universitas dalam psosisi yang kuat untuk melakukan lisensi atas

temuan tersebut kepada pihak dunia usaha yang memér!ukan, dan selanjutnya

|0)

Cover Story, 2001, Universities Harness Intellecmal Property Rights, Focus Japan, hal3
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mendistribusikan roya!tynya kcpada peneliti, . TLO dan pengembangan.
program’ !, '

Kehadiran lembaga int scbenarnya dilatar-belakangi olch pengalaman di
banyak Universitas di Eropa (misalnya Perancis, dan Jerman), dimana
kehadiran sebuah peraturan tentang TLO jusiru telah mendorong transformasi

unv crsnas dari suatu lembaga pcndidxkan dengan gaya lama menjadi sebuah -

f‘asmtas penelitian yang modem12 Selain itu karena Pemerintah menyadari

bahwa gairah ekonomi dunia usaha_ sebenamya sangat didorong oleh hasil

penelitian universitas,

Dt Indonesia, perhatlan pemerintah ini juga. semakin tampak Setiap"

_tahm Pemcrmtah melalui Kementrian Riset dan Tcknologl menyediakan dana

untuk mcngembangan HKI d1 universitas. Misalnya,” melaluz program *“QOleh

| _Paten, Temu Bisnis, dan lain-lain™. Melalui kebijakan “OLEH_PATEN“,

seorang peneliti dibz’mtu' pembiayaannys untuk mendapatkaﬁ_ perlindungan
patennya melatui registrasi paten umtuk mendgpatkan haknya. Sedangkan,
dalam program “TEMU BISNIS”, vang dibantu adalah: pembiayaan dalam

rangka sos1ahsaS| HK]1 kaada pcngusahn dalam kclompok kecil schmgga

‘mereka tertarik untuk mendaftarkan HK Inya.

Memang sampai saat ini belum ada. dukungan dari segi penetapan
aturan sebagaimana yang tetjadi di AS, Jepang atau di Negera- Negara Barat -

lainnya. Kebijakan pcmcriﬁtsfh masih hanya sebatas. pada p_endaanaari untuk-

‘perlindungan HKI melalui registrast. Sedangkan pengamr_an yang mengatur

_tentang kepcmikikaﬁ HKI serta bagaimana pelaksénaan komersialisasi dari HKI

jusuu betum tercakup. Namun sctidaknya dengan pehgalaman yang telah ada di
negara-negara lain itw, keradaan sebugh TLO di lingkungan Perguruan Ting o

di Indonesia Hukan mérupakan suatu yang mustahil lagi. Sebagai sebuah

o)
)

Thi

Loc.Cit, kal 4



alternatip sumber pembizyaan yang nyata tentunya TLO akan mendapatkan

tempat di kalangan perguruan tinggi di Indonesia.

BIDANG PﬁNLL! TIAN YANG P()TENSIAL

Guna lebih batk dalam pcngembangan dan pengelolaan HKI di
_ Umvcrsatas maka salah satu hal penting yang perfu diketahui adalah brdsng-
btd’mg kajian atau penelitian mana yang memiliki potens: HKI. Kalau bolch
dibilang, semua. fakultas yang ada di suatu tniversitas memiliki potensi HKI.
Namun potensx HKI yang langsung dapat diterapkan dalam dunia usaha dan
karenanya memiliki nilai ekonomis tmggx tentunya pada brdang-b:dang kajian-
yang terkait dengan tcknolog:

Ole_h karena (itu fakuitas yang potensial di bidang ini adalah fakultas
teknik, périkanan/keléutan, peternakan dan pertanian. Bidang-bidang kajian
pada fakultas ini mémpunyai‘ potcnsi. HK1 yang tidak kecil, dén bila dikelola
.deng:an baik akan membenkan manfaat yang tidak kecil kepada lembaga dan
para staf penehtmya

 Di bidang pertiinian, m:sainya ‘dengan penehnan tentang varietas
tanaman unggul, yang kemudian dipatenkan dan ditransfor ke dunia usaha,
tentunya akan memberikan imbalan balik yang tidak kecil. Begi.tu juga dajam
bidang. peternakan, bagaimana menghasilkan_ suatu jenis ternak unggul; akan
mcmberikah manfaat besar bila hal ini dikomersizilkan dalam dunia usaha.
_ Dan barangkah bidang kajian yang palmg potensial untuk HKI adalah
bldang, “teknik. Bidang ini’ sangat potenst untuk pengembangan HKI dan
menjadi landasan pertumbuhan ckonomi yang cepat. Jepang, mrsalnya,_mclalm
kajian di bidang teknologi _ya.ng berpotensi paten, justru telah mcnycbglbkan’
Jepang, ncgara yang barmu bangkit dari kekalahan perang dunia 11, tumbuh .
menjadi negara dengan teknologi berbasis Jepang, tidak hanya di dalam negeri
tapt juga di luar negeri. Karena kemajuan di bidahg teknologi terschut,

menyebakan jumnlah paten yang terdaftar di Jepang pada kunjuh waktu tahun



1970'an adalah yang terbesar di dunia yaitu sckitar 200.000 sampai 300.000

| buah di bandingkan dcngan Amerika Serikat, Inggris dan Jerman yang hanya

berlumiah sekitar 50.000 hmgga 100.000 buah paten yang terdaftar. "

REK()MENDASI |

Mclihat apa yang dipa_park__ah diatas, maka kebijakan Universitas
tentang HKI perlu mendapatkan pér_hatian yang serius. Kaiappun_sudah ada,
maka_' kebijakan seperti itu perlu dirubah atau ditinjau 'kemba_li.',Khususnya |

mengcnai kcbija‘kan di bidang bantuan anggaran atau bantuan untuk

_ pengembangan HKI. Banyak karya. penclman yang memmkx nilai HK! dan

dapat diterapkan di industri scrta memiliki nilai ckono: mis, tapi tidak dapat di
komersialkan karena perhatian yang amat keeil dari kalangan Universitas. Olch
karena itu dalam rangka otonomi kampus, kebijakan yang bcrkita’n dengan HKI
serta markering agent dalam wujud TLO_ perlu mendapatkan tempat khusus
dalam pengembangan otonomi kampus tersebut. |

Untuk maksud ini, pemerintaht perlu memikirkan- .suatu peraturan

‘ khuqm yang mcngatur tcntang, pcngcmbangan TLO dalam rangka otonomi g

Lampuq tersebut. Hal ini penting agar Universitas dapat memiliki landasan yang

pasn dalam melaksanakan TLO scbagai salah satu alternatif sumber pendanaan

“otonemi kampus.

Sclain _itu, u_ntﬁk lebih membangkitkan kesadaran mahasiswa dan
seluruh kalangan sivitas akademika di scbuah perguruan tinggi, maka mata

kuliah HKI perlu mendapat tcmpaf dalam kurikulum pendidikan di seluruh

~ fakultas yang_hda. Dengan begitu diha:apkan kesadaran akan pentingnya HKI
datam kreasi intelektualnya telah dikembangkan sejak masih dalam tahap awal

| pendidikan, dan seterusnya akan dikembangkan dalam tahap-tahap selanjutnya

dalam penelitian-penclitiannya.

”).
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